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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ s dengan titik di atasnya 19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż z dengan titik di atasnya 24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ s dengan titik di bawahnya 29 ي y 
 
15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya    
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
       Tanda Nama       Huruf Latin 
 َ◌ Fatḥah a 
 ِ◌ Kasrah i 
 ُ◌ Dhammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
             Tanda dan 
           Huruf Nama 
Gabungan 
      Huruf 
ي◌َ Fatḥah dan ya ai 
 َ◌و  
            Fatḥah dan 
wau 
au 
 
Contoh: 
فیك  : kaifa   لوھ : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
        Harkat dan 
            Huruf        Nama 
       Huruf dan 
tanda 
ي/ا َ◌ Fatḥah dan alif atau ya 
ā 
ي ِ◌       Kasrah dan ya ī 
ي ُ◌ Dammah dan waw ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
لیق : qīla 
لوقی : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلااةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ةرونملاةنیدملا : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
    al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط  : Ṭalḥah 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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Hukum Islam. 
 
Pada masa sekarang ini banyak sekali cara agar mendapatkan kekayaaan dengan 
cara yang mudah. Salah satunya dengan menjadi anggota atau member di salah 
satu MLM yang memasarkan suatu produk tertentu di kalangan masyarakat. MLM 
menggunakan sistem jaringan kerja dengan menarik perhatian konsumen sampai 
ia ingin bergabung menjadi salah satu anggota pada MLM tersebut. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah adanya kejanggalan pada produk tempat si member 
mencari pekerjaan. Dikarenakan pada produk K-Link ini tidak adanya label halal 
pada produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan 
pokok, yaitu  bagaimana petimbangan konsumen menjadi member pada produk 
MLM non labelisasi halal menurut perspektif hukum Islam, dan bagaimana 
perspektif hukum islam terhadap peredaran produk MLM non labelisasi halal di 
Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah 
studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode observasi dan interview. 
Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah bahwa setiap konsumen yang ingin 
menjadi member tidak terlalu memperhatikan tentang keabsahan status kehalalan 
suatu produk tempat ia bekerja. Dan hal ini jelas bertentangan dengan hukum 
Islam karena MLM dalam perspektif hukum Islam haruslah sesuai dengan syari’at 
Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016. 
Sedangkan pada produk yang dipasarkan oleh MLM K-Link tidak adanya label 
halal pada produk tersebut. Dan ini jelas tidak sah menurut hukum Islam karena 
tidak adanya kejelasan apakah produk tersebut halal atau haram. 
 
 
 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia, lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal 
adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis dilaksanakan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM). Pemeriksaan 
mencakup manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, pemeriksaan 
dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan 
proses pembuatannya atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan 
dan penyimpanan bahan, serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara 
keseluruhan.1 Dengan adanya LPPOM MUI, dapat membantu masyarakat 
memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk makanan, seperti uji 
kimia, pengamatan proses, dan pemeriksaan kandungan produk makanan, 
sehingga saat ini telah ada beberapa jenis produk makanan yang telah disertifikasi 
dan mendapatkan label halal yang sah. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permandeg No.32/M-DAG/PER/8/2008 
Penjualan Langsung (dirrect selling) adalah metode penjualan barang dan atau 
jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha yang 
bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada 
1Www. bimaislam. kemenag. go. id, ini dia prosedur sertifikasi produk, diterbitkan pada 
tanggal 7 Agustus 2010, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin kepada bimasislam. Situs: http : 
// www. bimaislam. kemenag. go. id. Diakses pada tanggal 8 juni 2017. 
                                                          
konsumen di luar lokasi eceran tetap.2 Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 
menjelakan bahwa penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang 
atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan 
usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-
turut.3 
Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-
undangan maupun perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim 
yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana 
dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum 
kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi 
hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan produsen atau perilaku usaha. 
Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk 
makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi 
konsumen muslim merupakan amanat yang disyari’atkan Islam. Misalnya terdapat 
dalam surat al-Baqarah ayat:168, yang berbunyi:  
                          
     
2Pasal 1 angka 1 Permandeg No.32/M-DAG/PER/8/2008 Penyelenggaraan Penjualan 
Langsung di Indonesia, (Jakarta : Permandeg, 2008). 
3Fatwa DSN-MUI Nomor 75 DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan 
Langsung Syariah (PLBS), (Jakarta:DSN-MUI,2009).  
                                                          
Artinya : “Wahai manusia makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi 
dan jangnlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya 
setan itu musuh yang nyata bagimu.”4 
Ayat di atas ditujukan kepada para manusia untuk senantiasa memakan 
makanan yang halal lagi baik untuknya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan 
bahwa Allah sendiri telah melarang hamba-Nya untuk memakan makanan yang 
tidak halal dan apabila mereka tetap memakan makanan yang tidak halal maka 
manusia itu sama saja seperti mengikuti langkah-langkah setan. 
Dengan adanya labelisasi halal terhadap suatu produk, konsumen muslim 
dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka gunakan, yaitu produk 
yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen 
muslim harus berhati-hati dalam memutuskan untuk menggunakan atau tidak 
menggunakan produk-produk yang berlebel halal atau tidak menggunakan 
merupakan hak konsumen sendiri. Konsumen mempunyai persepsi yang berbeda 
dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Sebagian ada yang tidak 
memperdulikan kehalalan suatu produk, dan ada pula sebagian lainnya memegang 
teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya. 
Begitu banyak jenis label halal yang beredar seperti contoh label halal 
yang memakai huruf arab, dan ada juga label halal yang ditulis dengan huruf latin 
biasa, hal ini menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan mana label 
halal yang asli dan mana label halal yang palsu. Sedangkan LPPOM MUI telah 
mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh 
konsumen. 
4 Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Q.S Al-Bqarah : 168. 
                                                          
Dalam hal ini pemerintah mempunyai hal penting terhadap pelabelan halal 
karena sebagai konsumen muslim dibutuhkan sebuah informasi yang jelas 
terhadap produk yang berlabel halal karena menjadi sebab, mana produk yang 
dapat dikonsumsi dengan baik dan mana produk yang tidak dapat dikonsumsi. 
Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi 
konsumen muslim yang merupakan hak warga negara yang beragama Islam di 
Indonesia. 
Penjelasan tentang sertifikasi halal juga disebutkan dalam PP No. 69 
Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan seperti terdapat pada pasal 3, pasal 10, 
dan pasal 11. Ketentuan peraturan perundang-undangan, penulis melihat pada 
peraturan UUPK bahwasanya pemerintah tidak mencantumkan prosedur tentang 
kehalalan bagi konsumen muslim akan tetapi dalam UUPK hanya menjelaskan 
tentang keadaan baik untuk konsumen pada kalangan umum diseluruh Indonesia 
dalam sebuah produk atau makanan.5 Namun, masyarakat atau konsumen 
terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-
undangan tentang jaminan produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini 
mendukung kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang 
produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM 
MUI. 
Keterpurukan dan hambatan ekonomi saat ini menyebabkan munculnya 
sebuah sistem bisnis yang banyak menjanjikan keberhasilan pada masyarakat serta 
menawarkan kekayaaan dalam waktu yang singkat. Sistem ini kemudian dikenal 
5Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia,  Nomor 
8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
                                                          
dengan istilah Multi Level Marketing (MLM) atau Network Marketing karena 
sistem pemasarannya menggunakan sistem jaringan kerja. Terkadang ada juga 
yang menyebutkan MLM adalah bisnis penjualan langsung (dirrect selling). 
Pendapat ini benar karena pelaksanaan penjualan MLM memang dilakukan secara 
langsung oleh wiraniaga (sales) kepada konsumen tidak melalui perantara, tidak 
melaui swalayan, kedai atau warung kopi, tetapi langsung kepada pembeli.6 
Multi Level Marketing (MLM) tidak memiliki media tetapi langsung 
dengan sistem person to person (orang ke orang). MLM mengarahkan untuk 
meminimalisir biaya promosi dari produksi. Pada MLM, yang menjadi 
masalahnya adalah bukan hanya pada pembelian terhadap suatu produk saja, 
tetapi juga membeli member, yang dapat menyebabkan pada MLM rentan 
terjadinya money game (penggandaan uang) seperti mendapatkan bonus, diskon 
dan dapat pergi jalan-jalan kemana saja apabila sudah mencapai pembelian barang 
sekian, maka akan diiming-imingi mendapatkan bonus. 
Oleh karena itu, banyak member yang tertarik dengan cara membeli 
beberapa jumlah produk tetapi yang ada bukan lagi terfokus pada barang tetapi 
lebih kepada berapa bonus-bonusnya itu. Sementara barang yang telah dibeli oleh 
member tadi menjadi terbengkalai, dan sangat lama barang yang dibeli oleh 
member tadi tidak digunakan dan dimanfaatkan. 
Banyak terjadi saat ini MLM yang ada di kota Banda Aceh, tidak 
menggunakan label halal, salah satunya produk MLM K-Link yang tidak 
mencantumkan label halal pada produknya yang mulai tersebar luas di Indonesia 
6Tarmizi Yusuf, Strategi MLM seacra cerdas dan Halal, (Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2000), hlm.4. 
                                                          
khususnya di kota Banda Aceh. Sehingga menyebabkan konsumen menjadi ragu-
ragu terhadap makanan yang ingin mereka konsumsi, dan pada masyarakat awam 
tidak banyak mengetahui tentang kehalalan produk yang mereka konsumsikan. 
Malahan dalam banyak kasus kerap sekali terjadi, banyak masyarakat yang ingin 
ikut menjadi member dikarenakan mendapatkan diskon kalau sudah menjadi 
member. 
Seharusnya, setiap produk makanan haruslah mencantumkan label 
halalnya agar tidak menimbulkan keraguan dan menjadi resah pada masyarakat 
kebanyakan yang mementingkan perlunya label halal dalam sebuah produk. 
Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian 
terhadap mekanisme dan langkah-langkah terhadap peredaran produk non 
labelisasi halal. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah 
tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Pertimbangan Konsumen 
Menjadi Member pada Produk MLM Non Labelisasi Halal Menurut 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada K-Link di Banda Aceh).” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan 
masalah yang diajukan untuk diteliti adalah: 
a. Bagaimana pertimbangan kosumen menjadi member pada produk MLM 
non labelisasi halal menurut perspektif hukum Islam ? 
b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peredaran produk MLM non 
labelisasi halal di Banda Aceh ? 
 1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan 
penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan kosumen menjadi member 
pada produk MLM non labelisasi halal menurut perspektif hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peredaran 
produk MLM non labelisasi halal di Banda Aceh. 
1.4. Penjelasan Istilah 
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa penjelasan istilah 
sebagai berikut: 
1.4.1. Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan 
dan sebagainya, lawan produsen.7 Dalam Undang-undang tentang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 yang dimaksud dengan konsumen 
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen 
yang dimaksud dalam pembahasan skripsi di sini adalah member pada 
produk K-Link di Banda Aceh. 
 
7Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : Eska Media, 2003), 
hlm. 396. 
                                                          
1.4.2. Member adalah anggota atau suku.8 Member adalah sebuah kartu yang 
biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan 
keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah 
perkumpulan yang lebih kecil.9 
1.4.3. Produk Multi Level Marketing adalah barang atau jasa yang dibuat dan 
ditambah gunanya atau nilainya di proses produksi dan menjadi hasil akhir 
dari proses produksi itu; benda atau yang bersifat kebendaan seperti 
barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; hasil; 
hasil kerja.10 Multi Level adalah tersusun secara bertingkat-tingkat atau 
susunan yang memiliki banyak tingkatan.11 Marketing adalah 
pemasaran.12 Jadi menurut pengertian di atas dapat diambil definisi yang 
singkat yaitu barang yang diproduksi dengan menggunakan cara 
bertingkat-tingkat dalam pemasarannya. 
1.4.4. Labelisasi merupakan bagian dari produk yang mencantumkan keterangan-
keterangan tertentu tentang produk atau penjualannya.13 Adapun labelisasi 
yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah pencantuman 
penulisan label halal pada produk makanan atau minuman untuk 
menunjukkan bahwa produk tersebut telah berstatus sebagai produk halal. 
 
8Leo Syahputra dan Cindy Amalia, Kamus Lengkap 20 Milyar Inggris-Indonesia 
Indonesia-Inggris, (Jakarta : AS , 2005), hlm. 136. 
9Http://Jualmembercard.Blogspot.Co.Id, di akses pada tanggal 14 Juni 2017. 
10Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1103. 
11Jhon M, Echol dkk, Kamus Inggris dan Indoneia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
1989 M), hlm. 145. 
12  Jhon M, Echol dkk, Kamus Inggris dan Indonesia…, 145. 
13Wien’s Anorga, Kamus Istilah Ekonomi, (Bandung : M28, 2004), hlm. 126. 
                                                          
1.4.5. Halal secara leksikal adalah berasal dari bahasa Arab, halla yahillu, hillan 
wahalalan, yang berarti melepas, memecahkan, membubarkan, dan 
membolehkan. Sedangkan dlam Kamus Besar Bahasa Indonesia halal 
berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syara’).14 
1.4.6. Hukum Islam adalah peraturan-peaturan dan ketentuan-ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an ; hukum syara’15 
1.5. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik 
yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga 
tidak ada pengulangan. Masalah tentang labelisasi halal terhadap suatu produk 
makanan dan obat-obatan sudah sering diteliti sedangkan untuk produk MLM  
non labelisasi halal belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang 
berkaitan dengan judul skirpsi penulis teliti. Misalnya karya tulis yang dipaparkan 
oleh Desi Maulita, Mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah, Universiatas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang 
berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Makanan kemasan Terhadap 
Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas 
Syariah UIN Ar-Raniry)” dalam penulisan judul skripsi tersebut lebih 
menjelaskan tentang keadaan konsumen yang semakin kritis terhadap 
pertimbangan penting ketika hendak membeli suatu produk atau jasa. 
 
14Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa…, 
hlm. 476. 
15Sudarsono,  Kamus Hukum, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA dan PT BINA 
ADIAKSARA, 2005), hlm. 169. 
                                                          
Kemudian terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza 
Palevy, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul“Ketentuan Bahan 
Pengawet pada Produksi Makanan (Perspektif Maqasid al-Syari’ah)” Di dalam 
penulisannya dijelaskan bahwa dalam Islam terdapat konsep maqasid al-syari’ah 
yang mengatur perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dengan 
penambahan zat berbahaya yang harus ditegakkan oleh pihak produsen dalam 
memproduksi makanan. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Masyithah, Mahasiswi 
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Sistem pengawasan BPOM 
Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syari’ah 
(Studi Kasus Pada Penjual Obat Tradisioanal di Kota Banda Aceh)”. Di dalam 
penelitiannya dijelaskan, tujuan dilakukannya pengawasan ialah untuk 
menciptakan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, baik masa kini maupun 
masa yang akan datang. 
1.6. Metode Penelitian 
Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang 
lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan 
permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam 
penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 
1.6.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan dengan variabel yang lain, baik satu variabel atau lebih tanpa 
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 
Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan 
problematika penelitian dengan fokus penelitian pada perspektif hukum Islam 
terhadap peredaran produk MLM non labelisasi halal tersebut. Peneliti 
menetapkan bahwa problematika mengenai produk MLM non labelisasi halal 
dapat dijabarkan dengan baik, terutama dengan data yang akan diperoleh lebih 
lengkap nantinya dari nara sumber yang akan diwawancarai langsung oleh 
peneliti. 
1.6.2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik 
itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu 
data yang didapat dari pustaka dan lapangan. 
Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan data primer dan 
merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang 
menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung 
Stokis K-Link yang ada di Banda Aceh. Penulis juga menggunakan pengamatan 
dengan teliti terhadap objek yang diteliti langsung serta mencatat setiap informasi 
yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan 
sebuah penelitian yang valid dan sistematis. 
 
Penelitian kepustakaan (library research) merupakan bagian dari 
pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan 
mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, 
surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan 
ini sebagai data yang bersifat teoritis. Di antara buku-buku rujukan pembahasan 
antara lain, Pasal 1 angka 1 Permandeg No.32/M-DAG/PER/8/2008 
Penyelenggaraan Penjualan Langsung di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 75 
DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Syariah (PLBS), 
Strategi MLM secara Cerdas dan Halal, karangan Tarmizi Yusuf dan buku-buku 
penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah 
jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahan dalam analisis 
data. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk 
membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara 
(interview) sebagai teknik pengumpulan data. 
1.6.3.1. Metode penelitian wawancara (interview) adalah tanya jawab 
antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta 
keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan 
dengan masalah penelitian.16 Wawancara yang penulis gunakan 
adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara 
terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 
16 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh : Putra Jaya, 2013), hlm. 57. 
                                                          
disiapkan sebelumnya.17 Pada penelitian ini, penulis melakukan 
wawancara langsung kepada pihak Stokis K-Link Cabang Banda 
Aceh di Batoh. 
1.6.3.2. Observasi adalah pengumpulan data langsung pada objek yang 
akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 
langsung kegiatan Pertimbangan Konsumen Menjadi Member 
Pada Produk MLM Non Labelisasi Halal Menurut Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus Pada K-Link di Banda Aceh). 
1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data. 
Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing 
penelitian mengunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara 
penulis mengunakan instrumen kertas, alat tulis, tape recorder untuk 
mendapatkan data dari responden. 
1.6.4.1. Analisa Data 
Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang produk MLM non 
labelisasi halal, maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan 
menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif 
dengan deskripsif analisis yaitu penelitian mendiskripsikan mengenai unit sosial 
tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan 
terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengindentifikasi 
hubungan antar fungsi individu atau entitas. Data yang didapat dari hasil 
wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak 
17 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian…, hlm. 58. 
                                                          
kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis 
oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian. 
1.6.5. Sumber Data 
1.6.5.1. Populasi 
Populasi adalah sejumlah subjek dan yang menjadi objek dalam 
penelitian.18 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi yang 
jumlahnya diketahui dengan pasti (populasi yang dapat diberi nomor identifikasi 
atau ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung).19 
Dalam penelitian ini populasi yang diambil yaitu seluruh member dan konsumen 
K-Link yang ada di Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 20000 orang member, 
yang terdiri dari 14000 pengguna atau konsumen, 2000 penjual tanpa 
menggunakan produk untuk diri sendiri, dan 4000 sebagai member sekaligus 
sebagai konsumen.20 
1.6.5.2. Sampel 
Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang akan 
diperlukan untuk mewakili populasi tersebut.21 Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan Quota Sampling merupakan penarikan sampel non 
probabilitas yang paling sering digunakan. Dalam metode penarikan sampel, 
quota besarnya strata atau sub-kelas dalam populasi ditaksir secara kasar dari data 
18 M. Hasan, Penanaman Dasar Kaidah Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Pedoman Ilmu 
Jaya, 1993), hlm. 21. 
19 Sri Anggraini, Populasi dan Sampel, (Jakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat, 
Universitas Indonesia, 1979), hlm. 23. 
20Wawancara dengan Halmi, Manager PT K-Link Stokis Batoh, Banda Aceh pada tanggal 
11 Juni 2017. 
21 Winarno Surakhmand, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung : 
Tarsito, 1985), hlm. 93. 
                                                          
statistik yang dipublikasikan dan pencacah memiliki kebebasan dalam memilih 
responden.22 Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 40 orang member pada produk MLM K-Link di Banda Aceh. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi 
pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara 
umum dapat digambarkan sebagai berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: 
pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik 
pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan 
sistematika pembahasan. 
Bab dua membahas tentang pengertian MLM, hukum MLM dalam Islam, 
Hukum MLM bagi para ulama, jenis-jenis MLM, syarat dan rukun sahnya sebuah 
MLM, dan pengaruh MLM bagi masyarakat. 
Bab tiga menguraikan mengenai profil umum MLM K-Link di kota Banda 
Aceh, jenis-jenis produk MLM pada stokis K-Link Banda Aceh, bagaimana 
pertimbangan konsumen menjadi member pada produk MLM non labelisasi halal 
menurut perspektif hukum Islam (studi kasus pada K-Link di Banda Aceh), 
mekanisme penjualan produk MLM pada stokis K-Link di kota Banda Aceh, 
bagaimana proses menjadi member di stokis K-Link Banda Aceh, dan perspekstif 
hukum Islam terhadap peredaran produk MLM non labelisasi halal di Banda 
22Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm. 154. 
                                                          
Aceh. 
Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini  dan juga saran 
untuk kemajuan ke depan yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB DUA 
KONSEP PERTIMBANGAN KONSUMEN MENJADI MEMBER PADA 
PRODUK MLM NON LABELISASI HALAL MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM 
 
2.1. Praktek Jual Beli yang Dibolehkan. 
Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’i 
dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal 
al-syira’ yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba’i mengandung arti 
menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli 
al-ba’I secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang 
diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 
Adapun menurut Malikiah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu 
tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan 
kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan 
uang.23 
Berdasarkan definisi di atas, maka jual beli itu pada intinya adalah tukar 
menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang 
belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter 
yang dalam terminologi fiqh disebut dengan ba’i al-muqayadah. Meskipun jual 
beli dengan menggunakan barter telah lama ditinggalkan dan diganti dengan 
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : KENCANA, 2013), hlm. 
101. 
                                                          
sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli yang seperti itu masih berlaku, 
sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan 
dengan nilai mata uang tertentu misalnya, Indonesia membeli spare parts 
kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar. 
2.1.1. Rukun (Unsur) Jual Beli 
Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 
1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 
3. Akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang 
menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 
berbentuk kata-kata maupun perbuatan.  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, 
yaitu: 
1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari 
penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.  
2. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan tidak berwujud, yang 
bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun 
yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai 
berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang 
diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan 
harus berupa barang yang bernilai/atau memiliki harga tertentu, barang 
yang diperjualbelikan harus halal, barang yang deperjualbelikan harus 
diketahaui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus 
diketahui, dan barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti 
pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur 
sesuai porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa kesatuan ataupun 
keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang harus sesuai jumlah yang 
ditentukan. 
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya 
mempunyai makna hukum yang sama.  
Ada dua bentuk akad, yaitu: 
1. Akad dengan kata-kata dinamakan juga dengan ijab qabul. Ijab yaitu 
kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata: 
“Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,- sedangkan qabul yaitu 
kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: 
“Barang saya terima.” 
2. Akad dengan perbutan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya: 
pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, 
kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata 
dari kedua belah pihak. 
2.1.2. Hukum Jual Beli 
Jual beli telah disahkan oleh al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Adapun dalil 
Al-Qur’an adalah Q.S. Al-Baqarah/2:275: “Allah telah mengharamkan jual beli 
dan mengharamkan riba.” Dan firman Allah Q.S. An-Nisa’/4:29: “Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu.” 
Adapun dalil sunnah di antaranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari 
Nabi Muhammad SAW; beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar 
saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: 
“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” 
Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, 
sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran 
itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna 
khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang 
dijual, sifat atau hal-hal luar atau memberitahu harta yang dusta. 
Adapun dalil ijma’, adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli 
dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut. 
2.1.3. Syarat Sahnya Jual Beli 
Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh 
syarat, yaitu: 
1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak 
untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan 
firman Allah dalam Q.S An-Nisa’/4:29 dan hadis Nabi Muhammad SAW; 
riwayat Ibnu Majah: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama 
suka).” 
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 
yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh 
anak yang di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan 
seizin dari walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli 
kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah 
QS. An-Nisa’/4:5 dan 6. 
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak 
penjual. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiiliki tanpa seizin 
dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW; riwayat Abu 
Dawud dan Tirmizi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual barang yang 
bukan milikmu.” 
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka, tidak 
boleh menjual barang yang haram seperti khamar dan lain-lain. Hal ini 
berdasarkan hadis Nabi SAW; riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila 
mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai dari penjualan 
barang tersebut.” 
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak 
sah jual beli motor yang telah hilang, dan burung di angkasa karena tidak 
dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW; riwayat 
Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muahammad SAW; 
melarang jual beli gharar (penipuan).” 
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak 
sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat 
terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal 
ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. 
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual beli di mana penjual 
mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita 
sepakati bersama nantinya.” Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. 
2.1.4. Saksi Dalam Jual Beli 
 Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS.Al-
Baqarah/2:282: “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.” 
 Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat 
menghindari terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling 
menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan untuk barang dagangan yang 
khususnya, bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting 
(mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan 
mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafi, Ishak, dan 
Ayyub.24 
 Adapun menurut Ibnu Qadamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual 
beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.25 
2.1.5. Khiyar Dalam Jual Beli 
 Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.26 
 Khiyar terbagi tiga macam, yaitu: khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 
‘aib. Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti 
hak pelaku untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam 
24 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 105. 
25 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 105. 
26 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 105. 
                                                          
tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu: Kedua pihak atau salah 
satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Dan khiyar 
‘aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan 
terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyaratkan agar 
tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama 
suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlakukhiyar syarat, dan 
khiyar ‘aib.27 
 Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua 
belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, 
pembeli mengatakan kepada penjual: “Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya 
punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu periode yang 
disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat 
ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada 
awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk membeli syarat jual 
beli ini, membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu.Tujuan 
dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian 
untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.Hal ini berupaya 
untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan 
terhadap kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.Dengan 
demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian. 
 Khiyar ‘aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam 
kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat 
27 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 106. 
                                                          
dalam barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan nilai dari barang 
tersebut. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang telibat tidak 
boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan pada hak ini, pembeli yang 
menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk 
mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang 
itu sebelum dibelinya. 
 Selain itu, tiga kategori khiyar tersebut, Muhammad Tahir Mansoori 
membagi khiyar kepada empat macam, tambahannya adalah khiyar al-ghabn (hak 
untuk membatalkan kontrak karena penipuan). 
2.1.6. Persyaratan Dalam Jual Beli 
 Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual 
beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual 
beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli 
dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bagaimana persyaratan 
dalam jual beli yang dilanggar maka akadnya tetap sah. Hanya saja pihak yang 
memberikan persyaratan berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad. 
 Hukum asal memberikan peryaratan dalam jual beli adalah sah dan 
mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan 
dari akad awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: “Hai orang-orang yang 
beriman penuhilah akad-akad itu.” (QS.al-Maidah/5:1). Dan hadis Rasulullah 
SAW bersabda: “Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi 
syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang 
haram.”(HR. Tirmizi).28 
 Melihat hadist di atas, maka persyaratan dalam jual beli terbagi kepada 
dua, yaitu: 
1. Persyaratan yang dibenarkan oleh agama. 
2. Persyaratan yang dilarang oleh agama. 
Adapun persyaratan yang dibenarkan oleh agama, misalnya: 
1. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya: seseorang 
membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung 
cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban 
penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi 
persyaratan di sini bisa bertujuan sebagai penekanan.  
2. Persyaratan tausiqiyah, yaitu penjual mensyaratkan kepada pembeli 
menganjurkan dhamin (penjamin) atau barang agunan. Biasanya untuk jual 
beli ini tidak tunai (kredit). Dan bilamana pembeli terlambat memenuhi 
angsuran, maka penjual berhak menunut penjamin untuk membayar atau 
berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil 
penjualan barang tersebut. 
3. Persyaratan washfiyah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria 
tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya, 
pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau 
pembayarannya tidak tunai. 
28 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 110. 
                                                          
4. Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan 
memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain 
mensyaratkan penjual untuk menjahitnya. 
5. Persyaratan taqyidiyyah, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang 
bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya, seorang penjual 
tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain, karena 
tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin 
mendapatkan tetangga yang kurang baik. 
6. Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad. 
Misalnya: penjual berkata, “Saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp. 
40.000.000,- dengan syarat Anda jual rumah Anda kepada saya seharga 
Rp. 150.000.000,- Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya 
bukan akad qardh. 
7. Syarat jaza’i,adalah  (persyaratan denda/kausul penalti), yaitu persyaratan 
yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila 
ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek-
objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalnya seorang penjual 
mobil secara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan 
pembayaran angsuran kepada pembeli. 
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen. 
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen. 
Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia menurut Ahamadi Miru dan 
Sutarman Yodo dalam buku Hukum Perondungan Konsumen, adalah Nomor 8 
Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan Konsumen 
yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai.Kalimat yang menyatakan 
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 
benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 
usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula 
sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.29 
2.2.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen. 
   Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
   Perlindungan konsumen bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannnya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; 
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
29 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 1. 
                                                          
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha; 
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen. 
2.2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen. 
   Hak konsumen adalah sebagai berikut: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/ atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 
yang digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan advoksi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, 
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
 Kewajiban konsumen adalah: 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau 
jasa. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
2.3. Sistem Bisnis Multi Level Marketing. 
2.3.1. Pengertian Multi Level Marketing 
Berbicara mengenai Multi Level Marketing (MLM), banyak orang yang 
mengaku bahwa mereka mengetahui MLM karena terlibat aktif dalam salah satu 
kegiatan perusahaan MLM. Tetapi bila ditanyakan beberapa pertanyaan mendasar 
mengenai beberapa perbedaan antara pemasaran MLM dengan pemasaran 
konvensional, maka segera dapat diketahui bahwa sebagian besar orang yang 
terlibat dalam bisnis MLM, belum mengetahui karakteristik bisnis yang ada pada 
MLM itu secara utuh. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa MLM terbukti 
mampu mendatangkan penghasilan yang besar tanpa memerlukan modal yang 
besar. Dan hal ini sudah cukup menjadi alasan bagi mereka untuk terjun menekuni 
bisnis MLM. 
Secara etimologi, Multi Level memiliki arti tersusun secara bertingkat-
tingkat atau susunan yang memiliki banyak tingkatan, sementara arti Marketing 
adalah pemasaran.30 Kemudian secara terminologi, para pakar Multi Level 
Marketing (MLM), seperti Peter J Clothier mendefinisikannya sebagai suatu cara 
menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang 
dikembangkan para distributor lepas yang memperkenalkan kepada para distributor 
berikutnya. Pendapatan yang dihasilkan terdiri dari laba eceran dan laba grosiran 
ditambah dengan pembayaran-pembayaran berdasarkan penjual total kelompok 
yang dibentuk oleh sebuah distributor.31 
Kuswara menerangkan bahwa MLM adalah salah satu bagian dari dirrect 
selling (DS) atau yang disebut dengan penjualan langsung. Dirrect selling ini 
merupakan metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen, dengan 
cara tatap muka di luar lokasi eceran dan jaringan pemasaran dikembangkan oleh 
mitra usaha berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran 
keanggotaan.32 Sementara Ahmad Adnan, menurutnya MLM ini disebut sebagai 
sistem pemasaran yang dilakukan melalui jaringan-jaringan yang telah ada, yang 
dibangun dalam bentuk tingkatan dengan memposisikan pelanggan sekaligus 
sebagai tenaga pemasaran.33 
Sedangkan Allen Carmichael mendefinisikan MLM ini sebagai suatu 
bisnis yang tidak berhubungan dengan surat berantai dan bukanlah yang biasa 
30 Jhon M, Echol dkk, Kamus Inggris dan Indoneia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
1989 M), hlm. 145. 
31Peter J. Clothier, Meraup Uang dengan MLM : Pedoman Praktis Menuju Network 
Selling yang Sukses, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 33. 
32 Kuswara, Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 
dengan Pengelolaannya, (Depok : Qultum Media, 2005), hlm. 16.  
33 Kuswara, Mengenl MLM Syariah…, hlm. 17. 
                                                          
dikenal sebagai penjualan piramida. Namun, menurutnya MLM ini adalah suatu 
cara yang efektif mengenai produk ataupun jasa yang dipindahkan atau 
didistribusikan tanpa biaya, yang biasanya dihubungkan dengan biaya operasi 
reklame tertentu, promosi dan pemasaran untuk orang yang terlibat dalam sistem 
tersebut. Masih menurutnya, MLM ini suatu sistem upah komisi dan motivasi yang 
dialokasikan bagi masing-masing peserta dengan pengetahuan dan keberaniannya 
membangun organisasi bisnis miliknya sendiri yang efektif. Sehingga mencapai 
suatu hasil yang besar dan segala sesuatunya berjalan menurut yang direncanakan, 
mapan dalam keuangan dan semuanya mendapatkan keuntungan.34 
Dari beberapa definisi di atas, tampaknya memang tidak banyak memiliki 
kesamaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Secara ringkas dapat 
diartikan bahwa MLM adalah suatu sistem pemasaran suatu produk/jasa yang 
dilakukan oleh individu (perseorangan) untuk membentuk jaringan kerja guna 
memasarkan produk/jasa, baik dari hasil penjualan pribadi maupun secara 
bersama-sama dengan anggota lainnya. Setiap bulan perusahaan akan 
memperhitungkan bonus ataupun komisi berdasarkan hasil usahanya yang telah 
berhasil dikerjakan. Dengan kata lain, MLM ini suatu sistem penjualan yang 
dilakukan dengan cara menarik perhatian orang lain untuk menjadi anggota melalui 
jaringan-jaringan yang telah dibentuk, setiap anggota baru akan terdaftar ke dalam 
jaringan berdasarkan tingkatan anggota. 
2.3.2. Aqad dalam Multi Level Marketing. 
2.3.2.1. Pengertian Aqad. 
34 Allen Carmichael, Network dan Multi Level Marketing, (tejemahanr. Dja’far), (Jakarta 
: Pustaka Delaptasa, 1996), hlm. 2-3. 
                                                          
 Pengertian aqad dalam MLM tampaknya tidak memiliki perbedaan dengan 
pengertian aqad dalam kajian kitab fiqh lain. Aqad diartikan sebagai menghimpun 
antara dua benda dan mengikat keduanya. Dan pendapat ini pula mengikut 
pendapat-pendapat yang lazimnya diketahui, yaitu suatu lafaz atau ucapan (ijab 
dan qabul) yang berkenaan dengan penawaran dan penerimaan.35 Sementara 
dalam Fiqh Muamlah, lafaz akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.36 
Sementara Ibnu ‘Abidin mendefinisikan akad ini sebgai pertalian ijab (pernyatan 
melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 
kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.37 
 Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari’at maksudnya 
adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak 
dianggap sah, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, 
kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok 
kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuan kalimat “berpengaruh pada objek 
perikatan”, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak 
(yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menytakan qabul).38 
 Ditetapkannya aqad dalam urusan jual beli sebagai validitas terciptanya 
keserasian dalam tukar-menukar barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 1 : 
 
35 Ahmad Adnan bin Fadzil, Soal Jawab MLM Syariah HPA, hlm. 30. 
36 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Gramedia Pratama, 2007), hlm. 97.  
37 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah…, hlm. 97. 
38 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah…, hlm. 97. 
                                                          
                     
                     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang 
demikian itu)dengan tidak menghalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.” 
 Di lain hal, Hendi Suhendi menjelaskan bahwa pengertian lafaz aqad 
memiliki beberapa arti antara lain mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali 
dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian 
keduanya menjadi sepotong benda, sambung yaitu sambungan yang mengikat 
kedua ujung itu dan mengikatnya, menghubungkan dan janji.39 Hal ini 
sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76, yaitu : 
                 
 
Artinya : “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sungguh, 
Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaqwa”. 
Beberapa pengertian di atas dan kandungan ayat al-Qur’an, dapat 
dijelaskan bahwa aqad yang dimaksudkan yaitu salah satu perjanjian yang harus 
dilaksanakan dan ditepati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Lebih 
lanjut, Hendi Suhendi menyimpulkan bahwa aqad itu sebagai barikut: 
1. Perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak. 
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45. 
                                                          
2. Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau penyerahan kepada 
pihak kedua. 
3. Terkumpulnya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah 
terima yang disertai dengan kekuatan hukum. 
4. Ikatan atas bagian-bagian tasaruf menurut syara’ dengan cara serah 
terima.40 
Mustafa Ahmad al-Zarqa memberikan penjelasan bahwa, aqad adalah 
suatu tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu 
tindakan yang berupa perbuatan dan perkataan. Tindakan berupa perkataan itu 
terbagi dua, ada yang bersifat aqad dan yang tidak bersifat aqad. Tindakan berupa 
perkataan yang bersifat aqad terjdi apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan 
diri untuk melakukan suatu aqad. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak 
bersifat aqad terbagi menjadi dua pula, yaitu: 
1. Aqad yang mengandung kehendak pemilik uttuk menetapkan atau 
melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti 
waqaf, hibah, dan talak. Aqad seperti ini tidak memerlukan qabul, 
walaupun tindakan seperti ini menurut sebagian ulama fiqh termasuk aqad. 
Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa tindakan hukum seperti ini 
hanya mengikat pihak yang melakukan ijab. 
2. Aqad yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau 
menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu 
tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan 
40Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm. 46. Juga dalam Harun Nasution, 
dkk.,Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 63.  
                                                          
pengakuan yang dilakukan di muka hakim. Tindakan seperti ini tidak 
mengikat siapa pun, oleh sebab itu ulama fiqh menetapkan tindakan yang 
tersebut terakhir ini tidak dikatakan sebagai aqad, karena tindakan tersebut 
tidak mengikat siapa pun.41 
 Lebih lanjut Mustafa Ahmad al-Zarqa menyatakan bahwa, suatu tindakan 
hukum lebih umum dari aqad. Setiap aqad diakatakan sebagai tindakan hukum 
dari dua atau dari beberapa pihak, akan tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum 
tidak dapat diakatakan sebagai aqad.42 
 Dari pengertian ini para fuqaha juga memakai lafaz aqad untuk sumpah, 
untuk ‘ahd (aqad) dan untuk suatu persetujuan dalam bidang jual beli. Kemudian 
menurut istilah fuqaha, aqad merupakan perikatan antara ijab dengan qabul secara 
yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak (ijab 
dan qabul). Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang 
beraqad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan aqad, siapa saja 
yang memulainya. Qabul ialah jawaban pihak lain setelah adanya ijab untuk 
menyatakan persetujuannya.43 Dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa agar 
dapat dikatakan sebagai aqad adalah adanya persetujuan kedua belah pihak dalam 
melaksanakan suatu aqad. 
2.3.2.2. Dasar Hukum Aqad. 
 Aqad (al-‘aqad) merupakan jama’ dari al-‘uqud, diartikan sebagai (ikatan, 
mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 
41Dikutip dalamNasroen Harun.Fiqh Muamalah…, hlm. 97-98. 
42 Harun Nasution, dkk.,Ensiklopedi Hukum Islam  Indonesia…,  hlm. 63. 
43Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 57. 
 
                                                          
mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan 
menjadi seutas tali yang satu. Secara terminologi aqad berarti pertalian antara ijab 
dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan menimbulkan akibat hukum oleh 
objeknya.44 Pada dasarnya konsep aqad sama saja dengan melakukan transaski 
apapun di antara kedua belah pihak dengan saling ridha. 
2.3.2.3. Rukun dan Syarat Aqad. 
Aqad yang sempurna adalah aqad yang memenuhi segala rukun dan syarat 
yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam 
aqad adalah.45 
1. ‘Aqid yaitu orang yang menyelenggarakan aqad. 
Dalam pengertian lain disebutkan sebagai pihak-pihak yang melakukan 
transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti 
dalam hal jual beli, mereka adalah sebagai penjual dan pembeli. Persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh ‘aqid yaitu: 
a) Ahliyah, yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk 
melakukan transaksi, mereka ini telah baligh atau mumayyiz dan 
berakal. 
b) Wilayah, yaitu sebagai hak dan kewenangan seseorang yang 
mendapatkan legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu 
obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik 
asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi sehingga ia 
44 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 76. 
45 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2008), hlm. 186-188. 
                                                          
memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya dan bebas 
dari tekanan. 
2. Ma’qud ‘alaih (objek transaksi), objek harus memenuhi beberapa 
persyaratan sebagai berikut: 
a) Obyek transaksi harus ada ketika aqad atau kontrak sedang 
dilakukan. 
b) Obyek transaksi harus berupa mal al-mutaqawwim (harta yang 
dibolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh 
pemiliknya. 
c) Obyek transaksi dapat diserahterimakan saat terjadinya aqad, atau 
dimungkinkan di kemudian hari. 
d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. 
e) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis, dan bukan barang 
najis.46 
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul. 
Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau 
kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau aqad.47 Ijab dan qabul 
ini bisa berbentuk perkataan atau tulisan, serta perbuatan dan isyarat.48 Dari 
dua pernyataan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dikatakan ijab qabul adalah ungkapan dan saling ridha antara kedua belah 
pihak dan yang melakukan suatu transaksi atau kontrak, yang dengan 
kesepakatan itu maka akan terjadi berpindahnya hak antara kedua belah pihak 
46  Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah…, hlm. 189. 
47  Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah…,hlm. 190.  
48Nasroen Harun, Fiqh Muamalah…, hlm. 99. 
                                                          
tersebut. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: 
a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. 
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
c) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan 
menyambung). 
d) Adanya satu majlis aqad dan adanya kesepakatan antara kedua 
belah pihak.49 
Perlu diketahui bahwa, ijab qabul akan dinyatakan batal apabila: 
a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si 
pembeli. 
b) Adanya penolakan ijab dari si pembeli. 
c) Berakhirnya majlis aqad. Jika kedua pihak belum ada kesempatan, 
namun keduanya telah pisah dari majlis aqad. Ijab dan qabul 
dianggap batal. 
d) Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliahnya sebelum terjadinya 
kesepakatan. 
e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 
kesepakatan.50 
Dalam Fiqh Muamalah, syarat aqad itu harus dipenuhi oleh suatu aqad. 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah aqad adalah: 
1. Pihak yang melakukan aqad itu telah cakap bertindak hukum, 
2. Objek aqad itu diakui oleh syara’, yaitu berbentuk harta, dimiliki oleh 
49 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006),  hlm. 57.  
50  Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah…, hlm. 58-59.  
                                                          
seseorang dan bernilai harta menurut syara’, maka objek yang tidak 
bernilai harta dalam Islam tidak sah aqad tersebut, seperti khamar, 
3. Aqad yang dilakukan bukan aqad yang dilarang oleh agama, 
4. Aqad itu bermanfaat, 
5. Pernyataan ijab itu utuh dan sahih sampai terjadinya qabul, 
6. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan 
yang menggambarkan proses transaksi, dan 
7. Tujuan aqad itu jelas dan diakui oleh syara’.51 
Setiap aqad yang dilakukan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya 
sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari 
penjual kepada pembeli dan aqad itu mengikat bagi semua pihak yang beraqad, 
dan aqad itu tidak boleh dibatalkan kecuali terdapat cacat pada objek aqad atau 
aqad itu tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun aqad.52 
2.3.3. Penggunaan Aqad dalam Multi Level Marketing. 
 Mustafa Ahmad al-Zarqa sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harun 
mengatakan bahwa dalam pandangan syara’, suatu aqad merupakan ikatan secara 
hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 
berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendaknya atau keinginanya itu bersifat 
tersembunyi dalam hati.53 
 Dalam bisnis MLM, ada dua kasus yang bisa dikaji berdasarkan fakta, 
yaitu fakta pembelian langsung dan fakta makelar. Dalam prakteknya, pembelian 
51Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, hlm. 101. Juga dalam Rahmat Syafi’ie, Fiqh 
Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 56-59. 
52 Nasroen Harun, Fiqh Muamamalah…, hlm. 106. 
53Nasroen Harun, Fiqh Muamamalah…, hlm. 98. 
                                                          
langsung yang dilakukan di samping mendapatkan bonus langsung, berupa 
potongan, juga point yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah 
uang tertentu. Pada saat yang sama, melalui formasi jaringan yang dibentuknya, 
orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung. Padahal, bonus yang 
kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemakelaran. 
 Dalam menjalankan operasionalnya Multi Level Marketing (MLM) 
menggunakan aqad-aqad berikut ini: 
1. Salam 
 Salam adalah perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan 
spesifikasi tertentu yang dibayar di muka dan penjual harus menyediakan 
barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan waktu dan tempat 
penyerahan yang sudah ditentukan. Dalam aqad ini, barang yang 
diperjualbelikan harus dapat dihitung atau ditimbang beratnya, jenisnya, 
kualifikasi dan spesifikasinya juga harus jelas. Apabila barang pesanan 
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian dan 
ternyata barang tersebut lebih baik kualitasnya, si pembeli harus mau 
menerimanya dan si penjual tidak berhak menerima pembayaran lebih dari 
yang sudah dibayarkan. Apabila barang tersebut lebih rendah kualitanya, si 
pembeli berhak untuk menolak barang tersebut dan penjual harus 
mengembalikan uangnya.54 
2. Istisnha’ 
 Istisnha’ ini memiliki pengertian yaitu berasal dari akar kata bahasa 
54Http://cihuy22.wordpress.com/2009/07/01jenis-/jenis-aqad-jual-beli-dalam-transaksi- 
ekonomi-syariah/.Nibra Hosen,  Jeni-jenis Aqad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 1 
july 2009, Diakses pada tanggal 29 Januari. 
                                                          
“sana”, yaitu suatu perjanjian jual beli dengan cara memesan barang yang bukan 
komoditi, di mana barang tersebut dipesan dan dibuat sesuai dengan ketentuan 
yang diminta oleh pembeli dengan spesifikasi yang khusus, dibayar sebagian di 
muka dan bisa dibayar dengan cicilan atau langsung dibayar sekaligus apabila 
barang pesanan tersebut sudah selesai dan siap untuk digunakan oleh 
pembelinya.55 
3. Murabahah 
 Murabahah adalah, perjanjian jual beli dengan harga pasar ditambah 
dengan laba atau untung untuk si penjual, dan si pembeli mengetahui dengan 
pasti nilai dari harga pasar dari barang tersebut dan nilai tambahan dari si 
penjual.56 
4. Musawah 
 Musawah yaitu, transaksi jual beli dengan harga yang bisa ditawar, di 
mana si penjual tidak memberi tahu kepada si pembeli tentang harga pokok/pasar 
dari barang tersebut dan berapa keuntungan yang diperolehnya. Si pembeli pun 
bebas menawar harga barang yang akan dbelinya. Terjadinya jual beli ini sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan cara negosiasi.57 
5. Tawliyah 
 Tawliyah  yaitu, transaksi jual beli dengan harga pokok/pasar di mana 
penjual tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barangnya. 
55Nibra Hosen,  Jeni-jenis Aqad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 1 juli 2009, 
Diakses pada tanggal 29 Januari. 
56Nibra Hosen,  Jeni-jenis Aqad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 1 juli 2009, 
Diakses pada tanggal 29 Januari. 
57Nibra Hosen,  Jeni-jenis Aqad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 1 juli 2009, 
Diakses pada tanggal 29 Januari. 
                                                          
6. Wadi’ah 
 Wadi’ah merupakan transaksi jual beli dengan harga di bawah harga 
pokok/pasar, atau si penjual memberi diskon atas barang yang dijualnya.58 
 Para ahli fikih sering mengkaji tentang transaksi Multi Level Marketing 
(MLM) yang saat ini semakin beragam model melalui perspektif al-aqdain fil 
aqd ini yakni adanya dua aqad dalam satu transaksi. Paling tidak MLM bisa 
diklasifikasikan ke dalam tiga model, yaitu: 
1. Multi Level Marketing membuka pendaftaran member (posisi) di mana 
member tersebut harus membayar sejumlah uang sembari membeli 
produk. Pada waktu yang sama juga ia menjadi referee atau makelar bagi 
perusahaan dengan cara merekrut orang, karena ia akan mendapatkan 
“nilai lebih” jika berhasil merekrut orang lain menjadi member dan 
membeli produk. Maka praktek MLM seperti ini jelas termasuk dalam 
kategori al-aqdain fil aqd. Sebab, dalam hal ini orang tersebut telah 
melakukan transaksi jual beli dengan pemakelaran (samsarah) secara 
bersama-sama dalam satu aqad.59 
2. Multi Level Marketing membuka pendaftaran member, tanpa harus 
membeli produk meski untuk keperluan itu, orang tersebut tetap harus 
membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu 
yang sama, anggota tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus 
(poin), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun 
58Nibra Hosen,  Jeni-jenis Aqad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 1 juli 2009, 
Diakses pada tanggal 29 Januari. 
59Http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/ezines-and-newsletters/-transaksi-dua-
aqad-dalam-praktik.Transaksi dua aqad dalam MLM, diakses pada tanggal 23 Mei 2017. 
                                                          
yang dilakukannya dari jaringan yang ada di bawahnya. Maka kategori ini 
juga termasuk ke dalam kategori al-aqdain fil aqd, yakni aqad anggota 
dan aqad samsarah (pemakelaran).60 
3. Bisnis tersebut membuka anggota tanpa disertai ketentuan harus membeli 
produk, maka aqad anggota seperti ini justru merupakan aqad yang tidak 
dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi aqad 
untuk mendapat jaminan menerima bonus, jika di kemudian hari membeli 
barang. 
2.3.4. Jenis-jenis Multi Level Marketing (MLM). 
 Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sistem 
perdagangan baru yang dikenal dengan istilah Multi Level Marketing yang 
disingkat dengan MLM. Sistem perdagangan ini dipraktekkan oleh berbagai 
perusahaan, baik yang berifat lokal, nasional, regional maupun internasional. Di 
antaranya adalah Amway, Uni Beauty Shop Internasional (UBSI), dan DNX 
Indonesia. Sistem perdagangan semacam ini sangat menggiurkan sebagian 
anggota masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu 
yang relatif singkat. 
 Dirrect selling atau penjualan langsung adalah cara memasarkan produk 
maupun jasa langsung kepada pelanggan. Langsung berarti dengan cara tatap 
muka, yang umumnya berlangsung di rumah pelanggan atau di rumah teman atau 
di luar lokasi pengecer, atau dapat juga di suatu tempat yang telah disediakan oleh 
para distributor dalam mempromosikan produknya. Menurut Erianto, ada tiga tipe 
60Transaksi dua aqad dalam MLM, diakses pada tanggal 23 Mei 2017. 
                                                          
dasar direct selling, yaitu: 
1. One on one, adalah suatu sistem di mana seorang penjual yang merupakan 
agen, anggota atau kontaktor yang mandiri atau lepas, menarik konsumen 
yang berpotensi di area khusus berdasarkan pendekatan antara orang ke 
orang. Mereka menawarkan produk serta mendapatkan komisi atau basis 
lain. Pendapatan mereka dapat juga diperoleh dari selisih harga pembelian 
ke supplier dan penjualan ke konsumen.61 
2. Party plan, adalah sebuah metode di mana seorang penjual, baik karyawan 
lepas ataupun tetap, bertugas mencari atau menjadi tuan rumah yang 
mengundang sekelompok orang di rumahnya dalam rangka sales party 
untuk mendemonstrasikan produknya. Penghasilan si penjual juga atas 
dasar selisih harga eceran. Si tuan rumah biasanya diberikan hadiah 
sebagai tanda terimakasih sesuai dengan nilai penjualan tertentu.62 
3. Multi Level Marketing (MLM) atau sistem networking, yaitu penjualan 
secara bertingkat dari distributor mandiri kepada konumen atau calon 
member (anggota), distributor  yang memiliki peluang untuk mendapatkan 
penghasilan dengan dua cara, pertama, penjualan produk langsung ke 
konsumen, distributor mendapat keuntungan atas dasar penambahan harga 
pada penjualan terhadap konsumen. Harga yang dijualkan distributor 
kepada konsumen langsung, dengan harga yang dijualkan kepada anggota 
yang sudah bergabung menjadi member berbeda. 
61Erianto Simalango, MLM dan Jenis-Jenis 1 Maret 2008, Diakses pada tanggal 4 April 
2017 dari situs http://eriantosimalango.wordpress.com/category/personal-franchise/mlm-dan-jenis-
jenis/.Juga dalam http://www.wonosari.com/11572-mlm-dan-jenis-jenis-direct-selling. 
62 Erianto Simalango, MLM dan Jenis-Jenis 1 Maret 2008, Diakses pada tanggal 4 April 
2017. 
                                                          
2.3.5. Operasional Multi Level Marketing.   
 Multi Level Marketing (MLM) adalah sistem pemasaran produk atau jasa 
yang dilakukan oleh individu untuk membentuk jaringan kerja dalam 
memasarkannya. Kemudian dari hasil penjualan pribadi dan jaringannya tersebut, 
setiap bulan perusahaan akan memperhitungkan bonus atau komisi sebagai hasil 
usahanya. Dalam MLM banyak sekali macamnya dan setiap perusahaan memiliki 
spesifikasi tersendiri. Sampai sekarang sudah lebih dari 200 perusahaan yang 
menggunakan sistem MLM. Untuk menilai satu per satu perusahaan MLM yang 
ada rasanya tidak mungkin, namun perbedaan mayoritasnya hanya terletak pada 
sistem sirkulasi keuangan, jumlah bonus pemasaran dan levelnya, dan jenis 
barang atau jasa yang dipasarkan. 
 Setiap anggota membayar uang pada perusahaan dengan jumlah tertentu 
dan dijanjikan akan mendapatkan bonus. Semakin banyak anggota dalam 
memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. 
Sebenarnya kebanyakan anggota MLM ini ikut bergabung dalam perusahaan 
tersebut adalah karena adanya janji bonus tersebut dengan harapan agar cepat 
kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan bukan karena ia membutuhkan 
produknya. Bisnis seperti ini adalah perjudian murni, karena beberapa beberapa 
sebab berikut, yaitu:63 
1.  Sebenarnya anggota bisnis MLM ini tidak menginginkan produknya, akan 
tetapi tujuan utama meraka adalah pengahasilan dan kekayaan yang 
63Ditulis ulang tanpa menyertakan tulisan/teks Arabnya dari majalah al-Furqan, Edisi 11 
th III/ Jumadi tsani 1425 hal: 30-35. Juga dalam Ika Yunia, Pelaku Bisnis dalam Jaringan 
Pemassaran.hlm. 27. Lihat juga dalam Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa MUI DKI Jakarta, hlm. 
288-290. 
                                                          
banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan 
membayar sedikit uang. 
2.  Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari uang yang 
dibayarkan kepada perusahaan. 
 Pada sistem distribusi melalui MLM secara garis besar ada tiga kelompok 
yang terlibabat adalah sebagai berikut: 
1. Produsen adalah produsen yang produk-produknya disalurkan melalui 
sistem MLM. 
2. Distributor adalah anggota masyarakat yang direkrut untuk memasarkan 
produk produsen dan sekaligus juga merekrut distributor lainnya dengan 
imbalan tertentu. 
3. Konsumen non distributor adalah masyarakat pengguna produk.64 
 Besarnya bonus yang diberikan oleh distributor, antara perusahaan satu 
dengan yang lainnya tidak sama, namun bonus itu dapat mereka miliki 
melalui: 
1. Karena suksesnya sendiri memasarkan barang dalam jumlah tertentu, dan 
2. Karena kesukesan downline dalam memasarkan barang dan merekrut 
downline baru dan seterusnya hingga mengakar ke bawah.65 
 Namun ada pula beberapa sistem penjualan dalam bisnis Multi Level 
Marketing, yaitu: 
 
64Andi Ali Akbar, Sistem Operasional MLM 2 Dsember 2011.Diakses pada tanggal 7 
Maret 2017 dari situs:http://bidpengdarussalam.wordpress.com/2011/12/02/sistem-opersional-
mlm/. 
65Andi Ali Akbar, Sistem Operasional MLM 2 Dsember 2011. Diakses pada tanggal 7 
Maret 2017. 
                                                          
1) Sistem Resseler. 
 Sistem resseler telah banyak digunakan para pebisnis online dalam 
memasarkan produknya. Apabila ada orang yang membeli suatu produk atau 
bergabung melalui referensi dengan kemungkinann akan mendapatkan bonus 
komisi penjualan, biasanya 50% dari harga produk.66 
2) Sistem Random 
 Sistem random biasa digunakan oleh Program Bisnis Online Investasi, 
Bisnis Gratis yang mengandalkan pasif income lewat jaringan downline, dan 
lain-lain. Ketika ada pengunjung di salah satu website tanpa sponsor, sistem 
akan memilih secara acak untuk dijaikan sponsor pengunjung tersebut. 
Apabila pengunjung tersebut bergabung, sponsor yang dipilih secara acak 
tersebut akan mendapatkan komisi/bonus.67 
3) Sistem Matrix 
 Sistem matrix adalah sistem yang berbentuk segitiga. Sistem Matrix 
memungkinkan seorang anggota memperoleh pasif income hingga kedalaman 
tertentu dengan variasi bonus atau komisi tidak sama antara tiap 
kedalamannya. Sistem matrix 2x16, artinya seorang anggota hanya bisa 
memperoleh dua orang downline pada level 1 dan seterusnya hingga kelipatan 
dua dan masih bisa memperoleh bonus atau komisi hingga level 16. Jika 
seorang anggota berhasil memperoleh downline > 2, maka sisanya akan 
dilimpahkan ke downline di bawahnya. Kelemahan sistem ini hanya 
66Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017 dari situs:http://trik-meraup-uang.blogpot.com/2009/08/pengenalan-macam-macam-
sistem-kerja.html. 
67Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017. 
                                                          
menguntungkan anggota di atasnya yang terlebih dahulu telah mengikuti 
program bisnis tersebut pada saat binis tersebut sedang launching.68 
4) Sitem Water Flow Rotation (WFR). 
 Ketika mengikuti suatu program bisnis dengan matrix 3x3, jika matrix 
tersebut telah terpenuhi semua kuotanya (3 downline dengan kedalaman 3 
level), maka secara otomatis posisi akan ditempatkan di bawah member lain 
yang kuotanya masih kosong (belum penuh). Keuntungan sistem WFR ini 
adalah tidak perlu membayar jaringan baru apabila kuota matrix 3x3 terpenuhi 
semuanya. Namun kelemahannya, perlu melakukan rekruitmen baru untuk 
memenuhi kuota matrix yang baru.69 
5) Sistem Water Flow Network Sistem (WFN). 
 Sistem ini adalah yang paling baru dan inovatif di bagian internet. Sistem 
WFN tidak menggunakan sistem matrix. Hal tersebut sangat menguntungkan 
karena komisi yang diperoleh sebesar 50% dan bisa diperoleh tanpa batas. 
Sistem WFN memungkinkan seorang anggota untuk mendapatkan downline 
meskipun tanpa melakukan promosi sedikit pun. Sistem WFN secara otomatis 
akan memberikan downline kepada member yang tidak ada atau sedikit 
memiliki downline dengan kondisi sebagai berikut: 
1. Paling sedikit jumlah kandidatnya, 
2. Paling sedikit jumlah komisinya, dan 
68Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017. 
69Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017. 
                                                          
3. Telah melakukan registrasi paling lama.70 
 Jadi, bukan diambil secara acak (random). Downline berasal dari anggota 
lain dan didistribusikan kepada anggota yang pasif dalam hal perolehan downline. 
Tidak perlu jaringan baru untuk mendapatkan pasif income. Di WFN ini, pasif 
income akan datang berulang-ulang tanpa perlu membuat jaringan yang baru. 
Sistem WFN ini digunakan sebagai pelopor kemajuan sistem Multi Level 
Marketing, sekaligus sebagai penepis keraguan bahwa bisnis dengan sistem MLM 
merugikan para downline.71 
2.3.6. Multi Level Marketing dalam Pandangan Syariah. 
Membahas MLM dalam pandangan syariah dari aspek produk yang dijual, 
dalam hal ini objek dari MLM syariah tersebut harus merupakan produk-produk 
yang halal dan jelas. Bukan produk-produk yang dilarang, produk juga 
bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan mempunyai harga yang jelas. Sehingga 
bisnis yang dijalankan selalu bersih. Oleh karena itu meskipun MLM syariah 
tersebut dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh muslim, 
namun apabila objeknya tidak jelas, harga atau manfaatnya, maka MLM tersebut 
tetaplah tidak sah untuk dilakukan atau dijalankan usahanya.72 
Sebagaimana disebutkan dahulu bahwa, segala jenis usaha dalam 
perspektif syariah termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya 
mubah (boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok. Kaidah 
70Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017. 
71Ummu Husna, Macam-macam Sistem Kerja 24 Oktober 2010.Diakses pada tanggal 12 
Maret 2017. 
72 Andreas Harefa, Bisnis Multi Level Marketing, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
1999), hlm. 4.  
                                                          
yang mashur di kalangan ulama fiqh tentang MLM ini yaitu, hukum pokok dari 
muamalah adalah ibahah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang 
mengharamkannya. Berkaitan dengan larangan-larangan dalam melakukan 
kegiatan usaha, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut: 
1. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau merusak, sebagaimana 
firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 yang artinya, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
2. Tidak boleh melakukan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan 
dengan perjudian seperti kegiatan spekulasi, hal ini sejalan dengan firman 
Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 90, yang artinya, “Hai 
orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi. 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah pebuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.” 
3. Tidak saling mendzalimi dan tidak juga saling merugikan, sebagaimana 
yang dinyatakan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 279 yang artinya, 
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),  maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” 
4. Tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan 
kualitas, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat al-A’la ayat 1-3 
yang artinya,”1) Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. 2) Yang 
menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). 3) Dan yang 
menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.” 
5. Tidak mempergunakan cara-cara ribawi atau dengan sistem bunga, karena 
bunga adalah bagian dari riba yang diharamkan, sebagaimana dinyatakan 
dalam firman-Nya al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 276 yang artinya, 
“Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah.”73 
2.4. Praktek Jual Beli yang Dilarang dalam Islam. 
1. Jual Beli Riba. 
Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiah, tetapi 
batal menurut jumhur ulama. 
2. Jual beli dengan Uang dari Barang yang diharamkan. 
Menurut ulama Hanafiah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas 
nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas 
dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli 
khamar, bangkai anjing, dan patung. 
3. Jual beli Barang dari Hasil Pencegatan Barang. 
 Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang 
dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama 
73Kuswara, Mengenal MLM Syariah, (Qultum Media : Tangerang, 2005), hlm. 85-86.  
                                                          
Hanafiah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah berpendapat bahwa pembeli boleh melakukan khiyar. Sedangkan ulama 
Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid. 
4. Jual beli Waktu Adzan jum’at. 
Yakni bagi laki-laki yang mempunyai kewajiban melaksanakan shalat 
jum’at. Menurut ulama Hanafiyah pada saat adzan pertama, sedangkan menurut 
ulama lainnya adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah 
menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafiiyah menghukuminya 
sahih haram. Tidak ada pendapat yang mashur dikalangan ulama Malikyah dan 
tidak sah menurut pendapat ulama Hanabilah. 
5. Jual beli Anggur untuk dijadikan Khamar. 
Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyyah, zahirnya sahih, tetapi 
makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah batal. 
6. Jual beli Induk tanpa Anaknya yang masih Kecil. 
Hal itu dilarang sampai anaknya menjadi besar dan dapat mandiri. 
7. Jual beli Barang yang sedang dibeli oleh Orang Lain. 
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam 
khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk memesankan barang 
yang sama yang telah diambil tersebut untuknya. Maka ini hukumnya adalah 
batal.74 
 
 
74 Syafe’i Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm.  
100.  
                                                          
2.5. Pentingnya Memperhatikan Makanan yang Halal. 
Allah menekankan perintah pentingnya memakan makanan yang bergizi di 
samping halal adalah karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanan bergizi 
merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk 
memperoleh kualitas kesehatan yang baik. Dan kesehatan yang baik berarti sangat 
berpengaruh terhadap kualitas akal dan rohaninya.Untuk itulah, konsumsi 
makanan yang bergizi dalam kadar yang cukup untuk menjaga keseimbangan kita 
menjadi keharusan agama. Keseimbangan mental yang didukung oleh kualitas 
kesehatan tubuh kita akan meningkatkan kesalehan ritual dan sosial. Adapun yang 
terpenting dilihat dari kategori makanan yang halal adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Makanan yang Halal Bagi Kesehatan, Keimanan, dan Perilaku 
manusia. 
Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan 
pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan 
manfaat. Di samping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga 
keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin 
yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. Manfaat yang 
bisa dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap kesehatan, keimanan, 
dan perilaku antara lain adalah menjaga keseimbangan jiwa manusia yang 
hakikatnya suci (fitrah) sebagaimana baru dilahirkan di dunia, menumbuhkan 
sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi, 
dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu, 
dan menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah. 
2. Bahaya Makanan yang Diperoleh dari Cara yang Haram. 
Allah SWT dengan sangat tegas sudah melarang kaum muslimin untuk 
tidak sekali-sekali memakan sesuatu yang diperoleh dari cara haram. Namun 
demikian, ada beberapa masalah yang dianggap mendapat perhatian yang serius 
dalam ajaran Islam, sementara masalah itu hampir-hampir membudaya di 
lingkungan masyarakat kita, yaitu makan hasil riba, makan harta anak yatim yang 
diambil dengan cara batil, dan makan hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Semua itu janganlah sekali-sekali dilakukan, karena makanan yang 
dihasilkan dari cara yang tidak halal akan berakibat buruk di akhirat kelak. 
3. Hikmah dan Manfaat yang Terkandung di Balik Semua Aturan Allah. 
Dalam doktrin Islam, bahwa keharaman dan kehalalan sesuatu secara 
substansinya itu merupakan otoritas mutlak yang dipunyai oleh Allah SWT yang 
tidak boleh diotak-atik akal manusia yang terbatas. Manusia hanya boleh 
menduga-duga maksud hakiki dari Syar’i (Allah) tanpa harus menyimpulkan 
secara mutlak. Jadi kita harus menerima apa-apa yang sudah ditentukan oleh 
Allah SWT, baik berupa perintah maupun larangan. 
Hal ini disebabkan apa yang disyari’atkan Allah kepada manusia adalah 
untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, apabila manusia melanggar 
hukum Allah, pasti akan mendapatkan dampak negatif dari pelanggarannya 
itu. Mengingat pentingnya konsumsi yang halal bagi manusia, dan harapan Allah 
agar manusia selalu dalam kerohanian baik secara jasmani dan rohani, maka Islam 
memberikan perhatian dan peringatan keras terhadap kaum muslim agar tidak 
mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75Al-Asyhar, Thobieb. Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian 
Rohani,. (Jakarta : PT. Almawardi Prima. 2002), hlm. 142. diakses pada tanggal 14 Juni 2017. 
                                                          
BAB TIGA 
PERTIMBANGAN KONSUMEN MENJADI MEMBER PADA 
PRODUK MLM NON LABELISASI HALAL MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM  
 
3.1. Jenis-Jenis Produk MLM pada stokis K-Link Banda Aceh. 
 PT K-Link Indonesia mempunyai bermacam-macam produk yang 
bermutu baik sebagai makanan dan minuman kesehatan, produk-produk UIE 
(Universe Induce Energy), produk perawatan kecantikan, produk perawatan 
kesehatan, maupun berbagai produk-produk handal lainnya. Produk ini sudah 
tersebar di seluruh indonesia untuk di jual dan di pasarkan. Setiap produk K-Link 
sifatnya patuh terhadap apa yang sudah didistribusikan langsung dari pusat. Dan 
juga K-Link Di Kota Banda Aceh sudah tersebar produk-produk yang akan di 
pasarkan. Berikut beberapa contoh produk yang dipasarkan oleh PT K-Link 
Indonesia:76 
1.    Makanan kesehatan 
a. Extrak Gamat Emulsion 
Extrak Gamat Emulsion merupakan suplemen yang lengkap dan unik bagi 
kesehatan tubuh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ia berkhasiat  
merangsang pertumbuhan otot, tulang, saraf dan kulit, serta dapat meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh. 
Produk ini juga berkhasiat menyembuhkan penyakit sinusitis, mengatasi 
rasa lelah dan meningkatkan kesuburan bagi pria dan wanita. 
76 Wawancara dengan Halmi, Manager Stokies K-Link di Kota Banda Aceh pada tanggal 
11 Juni 2017. 
                                                          
Berdasarkan penelitian terhadap teori penuaan akibat radikal bebas yang 
dilakukan oleh Dr. Denham Harman, seseorang dapat menunda proses penuaan 
12 sampai 18 tahun hanya dengan mengkonsumsi 60 mg Genistein setiap hari. 
b.    K-Omega Squa  
K-Omega Squa Plus merupakan makanan tambahan yang diformulasikan 
dengan kandungan omega 3 yang lebih banyak, squalene, lechitin sebagai 
formula baru yang ditambahkan di dalam K-Omega Squa Plus serta vitamin E. K-
Omega Squa merupakan suplemen yang sangat bermanfaat untuk membantu 
menjaga kesehatan jantung, kulit dan otak manusia. K-Omega Squa mengandung 
tiga unsur yang bekerja secara maksimal dan sinergis untuk menjaga kesehatan 
jantung, kulit dan otak. 
c. Organik K-Biogreen 
Organic K-BioGreen merupakan makanan organik khusus yang 
mengandung 58 jenis bahan yang unik seperti kacang, biji-bijian, sayur-sayuran, 
rumput laut dan bifido-bacteri serta enzim makanan. Manfaat Organic K-
Biogreen adalah meningkatkan sistem imunitas dan sistem endokrin, 
membersihkan sistem pencernaan dan menjaga organ dalam, menurunkan kadar 
kolesterol dan mencegah penyakit jantung, mencegah sel kanker dan 
mengaktifkan sel tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi stress dan 
meningkatkan daya ingat, memberikan kelembaban bagi kulit dan mencegah 
alergi kulit, menurunkan berat badan, serta mengembalikan kecantikan secara 
alami. 
 
 2.    Minuman Kesehatan 
a.    UIE Liquid Chlorophyll 
K-Liquid Chlorophyll adalah minuman kesehatan (Herbal Drink) yang 
bahan utamanya adalah sari klorofil dari daun Alfalfa (Medicago sativa), suatu 
herbal bernilai nutrisi tinggi. 
b. K-Link Organic Spirulina 
Spirulina adalah tumbuhan Mikro Ganggang yang telah hidup sejak 3,6 
milyar tahun yang lalu. Spirulina merupakan sumber nutrisi alami yang paling 
lengkap dibandingkan dengan sumber nutrisi lain yang pernah ada. 
c. K-Link Teh Rooibos SOD 
K-Link Teh Rooibos SOD berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, 
memperlancar metabolisme, meningkatkan oksigen dan memperlancar peredaran 
darah, meningkatkan kesuburan pria dan wanita (Beta Gamat Emulsion), 
menyegarkan sistem syaraf, serta meningkatkan kesehatan kulit. 
3. Perawatan Kesehatan 
a.    K-Link Kino 
K-LinK Kino adalah koyo yang berfungsi untuk menyerap racun dalam 
tubuh yang beredar bersama aliran darah. K-Link Kino merupakan suatu inovasi 
yang mengagumkan dalam metode penyembuhan Fisioterapi praktis, yang 
menggabungkan aneka ramuan berkhasiat dengan penerapan titik-titik akupuntur 
di bagian telapak kaki. K-Link Kino dapat mengatasi berbagai gangguan 
kesehatan secara tuntas dan efektif tanpa efek samping. 
 b.    Gamat Vitagel 
Lotion yang berkhasiat untuk menjaga kelembaban dan menghaluskan 
kulit, menyembuhkan penyakit, merawat luka ringan pada kulit, menyembuhkan 
penyakit kulit seperti kudis, radang, jerawat, maupun luka bakar. 
c.    K-Link Riddance 
Manfaat-manfaat K-Link Riddance adalah sebagai berikut: Membersihkan 
dan melancarkan aliran darah, membersihkan usus dan memperbaiki sifat 
peristaltik usus, meningkatkan daya detoksifikasi alami pada tubuh kita, 
penyeimbang fungsi organ, meningkatkan daya serap nutrisi, serta memperlambat 
proses penuaan 
d. K-Sauda VCO 
Manfaat K-Sauda VCO adalah meningkatkan daya tahan tubuh, berfungsi 
sebagai antivirus influenza, hepatitis, lupus dan herpes, antibakteri Pneumonia , 
radang tenggorokan, gonorrhoe, antiparasit dan jamur penyebab cacingan, 
eksim, diare, melindungi tubuh dari serangan tumor dan kanker, membantu 
penyembuhan prostat dan tiroid, serta menjaga kesehatan kulit dan rambut. 
4.    Perawatan Kecantikan 
a. K-Beaucareline Bioxy Super Essence 
K-BeauCareline seri perawatan kulit adalah formulasi khusus dari bahan 
alam untuk menjaga keindahan dan kesehatan kulit.Merupakan suatu pilihan 
yang tepat untuk kulit sehat, kencang dan kelihatan awet muda. 
 
 b. K-Beaucareline Form Cleanser 
Diformulasikan khusus dari asam amino protein gandum, mengandung 
tinggi kadar gliserin dan xylitol untuk memberikan kelembaban pada kulit. 
5. Perawatan Pribadi 
a. K-Chlorophyll Care Transparant Soap 
K-Chlorophyll Care Transparant Soap adalah produk sabun untuk 
perawatan kecantikan kulit wajah dan tubuh dengan formulasi yang sesuai untuk 
kulit orang Asia. Memberikan zat-zat gizi dan nutrisi yang sangat diperlukan kulit 
dan membantu memelihara kulit dengan mempertahankan kelembaban kulit serta 
membantu pertumbuhan sel-sel baru jika terjadi kerusakan sel kulit. 
b. All White Blue Toothpaste Cool Mint 
All White Blue Toothpaste Cool Mint merupakan produk pasta gigi yang 
diciptakan dengan teknologi tinggi abad 21 yang diformulasikan secara ilmiah 
untuk perlindungan terhadap kebersihan gigi. 
c. K-Link Puyikang 
Manfaat K-Link Puyikang diantaranya adalah mengatasi berbagai 
masalah keputihan, mengatasi masalah iritasi, mengurangai nyeri, mengurangai 
infeksi jamur pada vagina, serta mengatur siklus bulanan. 
d. K-Sophie 
K-Sophie pembalut dan pantyliner yang terbuat dari formula special, 
kombinasi antara bahan-bahan tradisional herbal dengan bioteknologi dan 
mengandung ion negatif mampu mengalami masalah-masalah wanita, dalam 
kesehariannya dan pada saat datang bulan tiba, seperti masalah saat menstruasi, 
peradangan pada vagina , gatal, bau tidak sehat dan lain-lain yang disebabkan 
oleh bakteri dan jamur, dapat meningkatkan kesehatan dan menciptakan 
kenyamanan. 
Berikut rincian dalam jenis produk- produk makanan dan minuman pada 
K-Link Kota Banda Aceh:77 
1. K-Care Honey dan Goat Milk (Pemutih, Kulit Kering-Sensitif, Rambut). 
a. Roll On. 
b. Transparant Soap. 
c. Toner. 
d. Moisturizer. 
e. Peal of Mask. 
f. Milk Cleanser. 
g. Hand and Body Lotion. 
h. Hand and Foot Cream. 
2. K-Care Olive Love (Rambut Anti Ketombe, Kulit Normal-Berminyak, 
Jerawat). 
a. Shampoo. 
b. Conditioner. 
c. Facial Wash. 
d. Peal of Mask. 
e. Milk Cleanser. 
77 Wawancara dengan Saifullah, Crown Ambassador Stokis K-Link di Kota Banda Aceh 
pada tanggal 11 Juni 2017. 
 
                                                          
f. Hair Vitamin. 
g. Hand and Font Cream. 
h. Toner. 
i. Moistirizer. 
j. Acne Gel. 
3. K-Care Wonderland (Recovery Rambut Rusak). 
a) Shampoo. 
b) Conditioner. 
c) Hair Vitamin. 
4. K-Care Paradiso (Penyubur Rambut dan Mencegah Kerontokan). 
a) Shampoo. 
b) Conditioner. 
c) Hair Vitamin. 
d) K-link Citrabeaucare Eye Make Up Remover. 
e) K-link Citrabeaucare Peeling Cream. 
f) K-link Citrabeaucare Anti Acne Liquid. 
g) K-link Citrabeaucare Massage Cream. 
h) K-Olive Oil Desert Miracle. 
i) K-Honey 5in1. 
5. Produk Cleaner. 
a) K-Ezkleen Multi Purpose. 
b) K-EZ Kleen Detergent. 
c) K-Fuel Saver. 
d) K-Engine Power. 
e) K-Bioboost. 
f) K-Mu’min Toothpaste. 
g) K-All White Biue Toothpaste Cool Mint. 
h) K-Perfect Lady Bra (70C, 75B, 75C, 80B, 80C, 80D, 85B, 
85C). 
i) K-Perfect Lady Suit (M, L, XL, XXL, XXXL). 
j) K-Perfect Bra. 
k) K-l men fit. 
l) K-l Body Undersirt. 
m) K-Omega Squa. 
n) K-Sauda FCO. 
o) K-kids Omega. 
p) K-Epicor. 
q) Started Kid “bisnis paket”. 
r) K-Ayu artis Oil. 
s) K-Ayuverda AyuArtis. 
t) K-Ayuverda AyuAsmo. 
u) K-Ayuverda AyuBes. 
v) K-Ayuverda AyuDerme. 
w) K-Ayuverda AyuLite. 
x) K-Ayuverda AyuRholds. 
y) K-Ayuverda Ayurin Plus. 
z) K-Ayuverda AyuLax. 
 
6. Produk Penjaga Kesehatan. 
a) Puyikang Takara. 
b) K-Puyikang Sachet. 
c) K-Link Kinotakara. 
d) Gamat Vitagel. 
e) Body Slimming Under Garment Black. 
f) Body Slimming Under Grment Brown. 
g) K-Elegance Socks. 
h) Water Filter Seven Star. 
i) Magnetic and FIR Bracelet. 
j) K-Shophie. 
k) K-l Panty. 
l) K-l Brief. 
m) K-E Wrist Band. 
7. Minuman Kesehatan. 
a) Golden Valley  Minuman Herbal Serbuk Rooibos. 
b) Coffee with Ganoderma and GinsengnExtract. 
c) K-Coffee Durian. 
d) K-Liquid Minuman Rasa Leci dengan Kolagen. 
e) K-Liquid Chlorophyll. 
f) K-Liquid Organic Spiriluna. 
8. Produk UIE. 
a) UIE Power Black Jada 
b) K-Energy Cream. 
c) UIE Power Touch. 
d) K-Energy Sticker. 
9. Makanan Kesehatan. 
a) Riddance. 
b) Gamat Extract Emulsion. 
c) Gamat Vitaplus. 
d) Propolis Platinum. 
e) K-BioGreen. 
f) K-Seaweed Calsium with Soy Protein. 
g) K-SagePlus. 
h) K-C Susu Skim. 
3.2. Mekanisme Penjualan Produk MLM pada Stokis K-Link Banda Aceh. 
Konsep MLM sangat sederhana dan siapapun yang mempelajari 
mekanismenya akan sampai pada kesimpulan bahwa MLM merupakan sistem 
pemasaran yang efektif dan efisien. Sekalipun demikian banyak juga orang yang 
tidak akan memperoleh peluangnya. Penyebabnya mungkin sifat manusia yang 
sudah terbentuk melalui pengalaman masa lalu dalam hal kemampuan melihat 
produk atau jasa dari sudut pandang penjualan. Secara instingtif orang ingin 
tahu siapa yang menjual dan bagaimana produk itu dijual.78 
 
Semua penjualan MLM dilakukan melalui penjualan langsung (direct 
selling) dimana calon pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko atau 
supermarket untuk membeli sejumlah barang, tetapi hanya cukup di rumah saja. 
Karena distributor MLM akan datang menawarkan produknya. Keuntungan 
konsumen akan lebih banyak tahu kualitas barang yang ditawarkan.  
Multi Level Marketing (MLM) adalah salah satu strategi pemasaran, dengan 
membangun saluran distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke 
konsumen. Strategi seperti ini membuka sebuah peluang bagi seseorang yang 
ingin memiliki usaha sendiri / wiraswasta. Strategi seperti ini tidak membutuhkan 
modal awal yang tinggi. Kebutuhan akan tempat usaha dan persediaan produk 
sudah disiapkan oleh perusahaan. Strategi seperti ini membuat banyak orang 
yang dulunya tidak bisa memiliki bisnis sendiri, karena keterbatasan modal yang 
ada, akhirnya bisa menjadi pengusaha.  
Bisnis MLM menjadi sebuah bisnis dambaan setiap orang yang ingin 
memiliki sebuah bisnis pasti menginginkan adanya bimbingan dari seseorang 
yang lebih memiliki pengalaman dalam bisnis. Dalam bisnis MLM, setiap orang 
akan mendapatkan bimbingan yang berasal dari : 
a. Upline yaitu rekan kerja yang telah mengajak seseorang untuk menekuni 
usaha MLM. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki, 
serta membimbing saat menjalankan bisnis ini. 
78 Wawancara dengan Halmi, Manager Stokies K-Link di Kota Banda Aceh pada tanggal 
11 Juni 2017. 
 
                                                          
Skema bimbingan: 
b. Support sistem yaitu sistem penunjang yang menyediakan : 
1. Sistem pendidikan. Dengan sistem pendidikan, setiap distributor yang 
tergabung dalam sebuah perusahaan MLM dapat mempelajari cara 
untuk meraih kesuksesan. Peralatan penunjang dibutuhkan oleh para 
distributor untuk mempermudah dalam menjalankan bisnis. Peralatan 
tersebut dapat berupa buku, kaset, brosur atau majalah. 
2. Perlindungan lebih. Perusahaan MLM dapat memberikan 
perlindungan lebih kepada para distributor karena support sistem 
yang mereka miliki dapat berfungsi sebagai wadah bagi para 
distributor untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang 
pihak manajemen perusahaan. Biasanya support sistem didirikan oleh 
rekan kerja yang telah bergabung sebelumnya. 
Perusahaan-perusahaan MLM yang bisa berkembang besar dan bertahan 
lama adalah perusahaan MLM yang memiliki support sistem. Perusahaan MLM 
yang tidak memiliki support sistem bisa dipastikan tidak akan berkembang atau 
bertahan lama. Pengarahan dan bimbingan membuat bisnis MLM menjadi 
sebuah bisnis dambaan karena kebanyakan bisnis yang lain tidak menyediakan 
atau memperlengkapi para distributornya dengan pengarahan dan bimbingan. 
Tidak adanya pengarahan dan bimbingan akan mempersulit bahkan menghambat 
dalam membangun sebuah bisnis. 
Ada tiga jenis manusia dalam organisasi pemasaran sistem jaringan, 
yaitu: para pemimpin, distributor, dan mereka yang gugur atau drop out. Yang 
paling besar jumlahnya adalah mereka yang tergolong drop out. Mereka adalah 
orang-orang yang ingin bergabung dengan bisnis MLM namun segera berhenti 
sebelum menghasilkan sesuatu. Bisnis MLM memiliki resiko yang sangat kecil, 
bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. 
Mengingat banyaknya perusahaan MLM dengan segala produk dan 
sistemnya, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut sebelum menentukan 
pilihan, yaitu : 
1) Trak Record Perusahaan. 
Check Record Perusahaan MLM yang akan diikuti, kalau dari luar negeri 
cek keberadaan perusahaan itu dengan jelas, prestasi, pertumbuhan bisnis 
mereka dan komentar publik / orang-orang tentang perusahaan tersebut. Ada 
perusahaan luar negeri yang niat berekspansinya karena pertumbuhannya yang 
sehat, dan ada juga perusahaan MLM luar negeri yang masuk ke Indonesia 
karena di negaranya sudah tidak laku lagi. Kalau perusahaan MLM lokal, check 
juga perusahaan tersebut didirikan oleh siapa record pendiri bisnis, alamat jelas 
dan perusahaan yang mengbackupnya. Perusahaan yang besar tidak hanya 
memikirkan profit saja, tetapi juga maju dalam riset dan inovasi produknya. 
2) Produk yang dipasarkan.  
Bicara bisnis tidak akan lepas dari pembicaraan tentang produknya. 
Apakah produk yang dipasarkan itu bermanfaat untuk orang banyak, harganya 
terjangkau, dan kualitasnya sudah teruji dan berapa banyak yang sudah 
membuktikannya. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk belajar mengenai 
produk dari perusahaan selain menggunakan produk itu sebanyak mungkin. 
Produk-produk perusahaan menyediaan dasar yang akan membuat pendapatan 
menjadi mungkin. Produk-produk inilah yang akan membedakan perusahaan 
bisnis jaringan dengan skema piramid yang ilegal. 
3) Marketing Plan. 
Teliti dengan baik marketing plan yang ditawarkan. Berapa prosentase 
share profit perusahaan ke membernya. Ini penting sekali bagi prospek jangka 
panjang nantinya. Kalau perusahaan MLM tersebut bisa membagi share profit 
dengan baik, kemungkinan perusahaan itu mampu bertahan lama dan jangka 
panjang. 
4) Peluang Market. 
Dengan memahami marketing plan dan produk di atas, maka bisa 
dibayangkan berapa besar market pasar yang diserap oleh perusahaan MLM 
tersebut. Teliti juga kompetitor / perusahaan MLM lain yang memasarkan produk 
/ marketing plan yang hampir sama segera ambil kesimpulan. Apakah sudah ada 
perusahaan sebelumnya masuk Indonesia dengan format yang sama. Kalau ada 
berarti perusahaan MLM tersebut adalah perusahaan MLM follower yang baru 
masuk ke sini. Kalau follower, pastikan mereka membawa hal baru yang tidak 
dimiliki oleh perusahaan MLM yang lebih dulu masuk. 
5) Terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). 
Memastikan bahwa suatu perusahaan MLM itu telah terdaftar sebagai 
anggota APLI atau belum menjadi sangat penting karena kalau tidak, perusahaan 
itu illegal. Perlu diketahui bahwa perusahaan yang memiliki surat SIUPL belum  
tentu terdaftar / termasuk MLM yang sesuai dengan kriteria dari pihak APLI. 
 3.3. Pertimbangan Konsumen Menjadi Member pada Produk MLM Non  
Labelisasi Halal. 
Multi Level Marketing, disingkat MLM atau sistem networking, adalah 
penjualan secara bertingkat dari distributor mandiri kepada konsumen atau calon 
member (anggota), distributor yang memiliki peluang untuk mendapatkan 
penghasilan dengan dua cara yaitu pertama, penjualan produk langsung ke 
konsumen, distributor mendapat keuntungan atas dasar penambahan harga pada 
penjualan terhadap konsumen. Yang kedua, harga yang dijualkan distributor 
kepada konsumen langsung, dengan harga yang dijualkan kepada anggota yang 
sudah bergabung menjadi member berbeda. Setiap anggota member membayar 
uang pada perusahaan dengan jumlah tertentu dan dijanjikan akan mendapatkan 
bonus. Semakin banyak anggota dalam memasarkan produknya maka akan 
semakin banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM 
pada perusahaan K-Link ini ikut bergabung dalam perusahaan tersebut adalah 
karena ada janji bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dalam waktu yang 
sesingkat mungkin, dan bukan karenanya membutuhkan pada produk atau 
barangnya. 
Hasil wawancara dari Ibu Isna, seorang yang sering mengkonsumsi produk 
pada K-Link ini hanya menjadi seorang pasien untuk mencari obat atau produk 
pada K-Link tersebut. Seorang pengkonsumsi produk ini hanya melihat kualitas 
dari produk karena berdampak positif baginya untuk dikonsumsi. Kalau 
diperhatikan dari segi label halal pada produk, tidak ada tercatat atau tercantum 
dalam sebuah kemasan pada produk tersebut. Beliau mengakui kesalahannya 
karena tidak betul-betul memperhatikan dengan baik pada kemasan hanya saja 
yang menjadi tujuan utamanya adalah produk yang baik untuk di konsumsi.79 
Konsumen yang lain juga  melihat dari segi kegunaan dan fungsi manfaatnya agar 
sebuah penyakit yang dialami bisa sembuh tanpa memperhatikan terlebih dahulu 
produk tanpa ada lebel halal.  
Sebuah pertimbangan ini menjadikan ketidaksesuaian dalam perspektif 
hukum Islam dikarenakan tidak tercantum label halal dalam sebuah produk, yang 
tersalurkan dalam pasar terbuka. 
Wawancara dengan seorang member yang sekaligus merangkap jabatan 
sebagai Manager pada K-Link di Kota Banda Aceh, dari hasil wawancaranya 
beliau menyampaikan bahwa sistem keuntungan pada K-Link ini dilihat dari segi 
pencapaian untuk mencari atau mengajak seseorang untuk menjadi seorang 
konsumen atau menjadikan seseorang untuk bergabung menjadi seorang member 
pada K-Link tersebut. Prosedur menjadi member pada K-Link sangat mudah 
karena hanya menjadi distributor dengan melengkapi syarat seperti KTP, 
mengeluarkan uang 200 ribu dan diberikan paket produk yang sudah disediakan. 
Dalam hal lain sebagai titik tajam pembahasan yang dikemukakan adalah 
bagaimana kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sistem atau 
strategi yang telah di rancang oleh perusahaan. Sistem pembagian dan juga 
pendapatan yang sudah menjadi seorang member adalah MLM pada K-Link 
menerapkan sistem bertali yang diperoleh keuntungannya dari bawahan yang 
79 Wawancara dengan Isna, Konsumen pada Produk K-Linkpada tanggal  21 Juli 2014. 
                                                          
sudah pernah di tarik oleh member atau orang yang bersangkutan untuk 
bergabung menjadi membernya. Perolehan dari segi bonusnya yang didapatkan 
oleh subjek hanya 20 %, sebagai kepemimpinan hanya 5 % sedangkan 
keuntungan atau bonusnya selebihnya diperoleh dari orang yang sudah dijadikan 
sebagai member sebelumnya dari pihak subjek yang bersangkutan. Sebenarnya 
anggota member bisnis atau anggota K-Link ini tidak menginginkan produknya, 
produk ini dibutuhkan hanyalah sebagai syarat untuk bisa bergabung menjadi 
anggota member tersebut, sebagai incaran utama seorang member adalah 
penghasilan dan kekayaan yang banyak dan lebih cepat yang akan diperoleh setiap 
anggotanya.  
Pertimbangan ini tidak menjadi persoalan bagi seorang member karena 
yang diharapkan hanya keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya. Pada 
penjelasan nara sumber tidak pernah mengemukakan atau menjelaskan tentang 
lebel halal pada sebuah produk seperti ada yang dirahasiakan ketika penulis 
menanyakan hal tersebut. Penulis juga memperhatikan pada produk yang mereka 
perlihatkan tetapi tidak dibahas sama sekali tentang label halal pada sebuah 
produk.80  
Penulis bisa menyimpulkan sebuah pertimbangan besar yang menjadi 
incaran utama oleh konsumen yang akhirnya memutuskan untuk menjadi member 
adalah semata-mata mementingkan atau memprioritaskan keuntungan yang 
sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keabsahan dalam hukum Islam yang pada 
dasarnya harus disertakan label halal pada sebuah produk, karena sebagai 
80Wawancara dengan Halmi, Manager Stokies K-Link di Kota Banda Aceh pada tanggal 
11 Juni 2017. 
 
                                                          
pembuktian karena label halal diharuskan dalam pernyataan hukum Islam dimana 
makanan yang dikonsumsi harus halal. 
Hasil wawancara yang dikemukakan oleh salah seorang pegawai di kantor 
MPU Aceh mengenai kehalalan pada produk di K-Link, beliau menyampaikan 
bahwa tidak terdaftar dalam bentuk tertulis untuk label halal pada produk K-Link. 
Ini menjadi kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat yang sudah 
mengkonsumsi produk tersebut.81 
3.4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peredaran Produk MLM Non 
Labelisasi Halal di Banda Aceh. 
Pada tanggal 22 Desember 1965, dilakukan musyawarah ulama Aceh 
pertama sekali di Hotel Aceh Krueng Daroy. Pada saat itu munculah nama 
MPUA, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya MUI di tingkat nasional. 
Kemudian di dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 diberikanlah 
kewenangan khusus untuk Aceh dalam pengurusan terhadap labelisasi suatu 
produk.82 Lembaga yang mempunyai otoritas dan kebijakan terhadap 
kelegalitasan sebuah produk yang berada di Banda Aceh adalah Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh atau yang disingkat dengan MPU Aceh. Semua 
produk yang berada di wilayah Aceh, yang ingin dipasarkan belum memiliki 
labelisasi halal dan sertifikasi halal wajib datang dan melakukan pengurusan ke 
MPU Aceh yang berada di Banda Aceh. 
MPU Aceh menjalankan otoritasnya sebagai pihak yang mempunyai 
kompeten dalam pengkajian terhadap makanan dan obat-obatan yang belum 
81Wawancara dengan Mahlizar, Staf LPPOM dan SJPH di MPU Aceh pada tanggal 11 
Juni 2017. 
82 Disampaikan oleh Wakil Ketua MPU Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2016. 
                                                          
memiliki kelegalitasan atau mencantumkan label halal pada produk yang memang 
berasal dari Provinsi Aceh saja, karena MPU tidak boleh menjalankan 
kewenangannya di luar dari ketentuan undang-undang. Salah satunya MPU tidak 
berhak menangani atau mengaudit produk-produk yang berasal dari Nasional. 
MPU hanya memiliki kewenangan terhadap produk-produk yang pabriknya atau 
pembutannya dilakukan di Aceh. 
Terkait dengan ketentuan yang berlaku di MUI Pusat, bahwa setiap produk 
nasional yang telah memiliki label halal pada tempat produk tersebut berasal, 
apabila produk tersebut dipasarkan di Indonesia maka produk tersebut wajib 
mencantumkan logo halal yang telah berlaku di Indonesia atas dasar ketentuan 
dari MUI, dan bukan logo dari negara produk tersebut berasal.83 Kemudian ada 
juga Peraturan Pemerintah tentang Labelisasi Pangan yang menyatakan, tidak 
boleh memasang logo dari luar wilayah Indonesia. Untuk makanan yang belum 
jadi seperti, memasarkan gula masih boleh menggunakan label dari tempat produk 
tersebut berasal, kalau untuk makanan yang memang sudah detail dan memiliki 
spesifikasi yang lengkap wajib menggunakan logo halal dari MUI. 
Di dalam undang-undang Jaminan Produk Halal atau yang disingkat 
dengan JPH Nomor 33 Tahun 2014 dan berlaku 5 Tahun setelah diundang-
undangkan. Jadi, pada Tahun 2019 yang akan datang, setiap perusahaan wajib 
mencantumkan label halal pada produknya. Namun di Aceh, karena sudah 
lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal 
mewajibkan semua produk yang sudah mempunyai sertifikat halal itu wajib 
83 Ketentuan Peraturan dari MUI Pusat. 
                                                          
mencantumkan label halal dan nomornya. Tujuannya adalah agar label halal 
tersebut tidak disalahgunakan maka diwajibkan memasang label halal beserta 
dengan nomornya.84 
Oleh karena itu, MPU di Aceh beserta dengan MUI Pusat terkait dengan 
sistem perlindungan hukum bagi konsumen muslim, baik yang berada di Provinsi 
Aceh maupun yang berada di luar Provinsi Aceh haruslah berhati-hati lagi 
terhadap produk-produk yang memang belum jelas tentang keabsahan legalitas 
halal pada produknya. Selain dari pada perlindungan huukum bagi konsumen serta 
undang-undang yang telah mengatur tentang Jaminan Produk Halal, pada saat ini 
sudah ada sistem di internet yang menggunakan aplikasi untuk menguji coba 
apakah suatu produk itu sudah diberikan labelisasi halal yang sah atau belum. 
Di MPU Aceh untuk menguji coba apakah suatu produk tersebut sudah 
layak dipasarkan di kalangan masyarakat Aceh adalah dengan cara mengaudit 
atau terjun kelapangan langsung untuk mengecek apakah suatu produk tersebut 
sudah pantas mendaptkan gelar halal dari MPU Aceh atau belum. Mulai dari 
bahan bakunya, proses-prosesnya, kemudian cara penyajiannya, pekerjaannya, 
dan ruang produksinya akan dipantau semua oleh Tim dari MPU Aceh. 
Membahas MLM dalam pandangan syari’ah dari aspek produk yang 
dijual, dalam hal ini objek dari MLM syariah tersebut harus merupakan produk-
produk yang halal dan jelas. Bukan produk-produk yang dilarang, produk juga 
bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan mempunyai harga yang jelas. Sehingga 
84 Wawancara dengan Mahlizar, Staf LPPOM dan SJPH di MPU Aceh pada tanggal 11 
Juni 2017. 
                                                          
bisnis yang dijalankan selalu bersih.85 Oleh karena itu meskipun MLM syari’ah 
tersebut dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh muslim, 
namun apabila objeknya tidak jelas, harga atau manfaatnya, maka MLM tersebut 
tetaplah tidak sah untuk dilakukan atau dijalankan usahanya. Setiap sebuah 
produk sebenarnya logis untuk disertakan label halal dengan tujuan untuk 
menyakinkan kepada semua umat muslim bahwa setiap barang atau produk layak 
untuk dikonsumsi.86 Berbicara masalah keabsahan label halal, Staf LPPOM MPU 
menyampaikan bahwa setiap produk tidak seharusnya menerbitkan label halalnya, 
akan tetapi yang harus di lakukan adalah semua produk yang berada di wilayah 
Aceh, yang ingin dipasarkan tapi belum memiliki labelisasi halal dan sertifikasi 
halal, maka wajib datang dan melakukan pengurusan ke MPU Aceh yang berada 
di Banda Aceh.87 
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap makanan yang 
dikonsumsi harus dengan kehalalan karena hukum Islam mengharuskan untuk 
mengkonsumsi makanan yang halal sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al 
Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168. Terkait dengan masalah yang penulis teliti, ini 
tidak ada kesesuaian dalam ketepan hukum Islam karena setiap makanan harus 
ada keabsahan dan pembuktian apakah sebuah makanan tersebut layak untuk 
dikonsumsi dan jangan sampai nantinya menimbulkan keraguan bagi umat 
muslim yang mengkonsumsi makanan atau produk tersebut. 
85 Andreas Harefa, Bisnis Multi Level Marketing, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
1999), hlm. 4.  
86Disampaikan oleh Wakil Ketua MPU Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2016. 
87Wawancara dengan Mahlizar, Staf LPPOM dan SJPH di MPU Aceh pada tanggal 11 
Juni 2017. 
 
                                                          
Di lihat juga pada ketentuan Qanun sesuai dalam Qanun Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang 
sudah mempunyai sertifikat halal itu wajib mencantumkan label halal dan 
nomornya bertujuan agar tidak disalahgunakan maka diwajibkan memasang label 
halal beserta dengan nomornya. Dilihat dari kajian fokus yang penulis teliti ini 
menjadi bertolak belakang dengan hasil yang sudah penulis wawancarai karena 
perusahaan K-Link ini tidak terdaftarkan pada LPPOM MPU Aceh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB EMPAT 
PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
4.1. Kesimpulan 
1. Semua penjualan MLM dilakukan melalui penjualan langsung (direct selling) 
dimana calon pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko atau 
supermarket untuk membeli sejumlah barang, tetapi hanya cukup di rumah 
saja. Karena distributor MLM akan datang menawarkan produknya. 
Keuntungan konsumen akan lebih banyak tahu kualitas barang yang 
ditawarkan.   
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan 
seperti terdapat pada pasal 3, pasal 10, dan pasal 11. Isi dari penjelasan 
peraturan pemerintah ini setiap produk yang akan didistribusikan harus di 
daftarkan produk yang akan di pasarkan dengan tujuan agar masyarakat tidak 
menimbulkan keraguan pada sebuah produk terebut. Pertimbangan konsumen 
menjadi member pada produk MLM non labelisasi halal sebenarnya, 
kebanyakan anggota MLM pada perusahaan K-Link ini ikut bergabung dalam 
perusahaan tersebut adalah karena ada janji bonus tersebut dengan harapan 
agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui pembelian 
terhadap produk ini, hanya untuk sebagai syarat agar bisa bergabung menjadi 
anggota member tersebut, sebagai incaran utama seorang member adalah 
penghasilan dan kekayaan yang banyak dan lebih cepat yang akan diperoleh 
setiap anggotanya. Pertimbangan tentang status kehalalan suatu produk K-
Link ini tidak menjadi persoalan bagi seorang member karena yang 
diharapkan hanya keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya, dan bukan 
karenanya membutuhkan produk atau barangnya. 
3. Lembaga yang mempunyai otoritas dan kebijakan terhadap kelegalitasan 
sebuah produk yang berada di Banda Aceh adalah Majelis Permusyawaratan 
Ulama Aceh atau yang disingkat dengan MPU Aceh. Semua produk yang 
berada di wilayah Aceh, yang belum memiliki labelisasi halal dan sertifikasi 
halal wajib datang dan melakukan pengurusan di bagian terkait dengan 
kehalalan suatu produk yang ingin dipasarkannya ke MPU Aceh yang berada 
di Banda Aceh.  
4.2. Saran 
1. Diharapkan kepada semua masyarakat agar berhati hati untuk membeli dan 
mengkonsumsi barang atau produk karena kehalalan sangat di haruskan dalam 
Agama Islam dan ketika memilih sebuah pekerjaan harus dengan ketentuan 
yang sudah diatur dalam Hukum Islam. 
2. Diharapkan kepada semua masyarakat yang menjadi member pada K-Link dan 
konsumen baik yang ingin memperoleh keuntungan ataupun pekerjaan, 
sebaiknya tetap memperhatikan pekerjaan apa yang sedang kita tekuni 
tersebut. Apakah sudah jelas tentang status kehahalan pekerjaan tersebut atau 
belum. Sebaiknya untuk seluruh masyarakat khususnya yang berada di kota 
Banda Aceh ini, lebih berhati-hati dalam mencari penghasilan. Karena 
penghasilan yang baik akan tetap menjadi berkah apabila kita mampu 
mensyukurinya, dan penghasilan yang tidak baik tetap akan Allah pertanyakan 
status dari pekerjaan kita tersebut kelak di hari akhirat. 
3. Kepada MPU semoga dapat terus meningkatkan kinerjanya di bagian 
kehalalan suatu makanan atau produk, harus lebih ketat dan tegas terhadap 
pengusaha yang ingin melakukan perbuatan curang atau tidak mentaati 
peraturan, agar seluruh masyarakat yang ada khususnya yang ada di Banda 
Aceh mudah dan tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait 
mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di Provinsi Aceh ini. 
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